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PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK  XXX,  tempat  dan  tanggal  lahir  Bangkuang,  11

November 1980, agama Islam, pendidikan Belum Tamat

SD,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  bertempat

tinggal di  --- Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal

ini telah memberikan kuasa khusus kepada HARTONO,

S.H., M.H., dan kawan, para advokat/ penasihat hukum,

yang  berkantor  di  Kantor  Pos  Bantuan  Hukum

(POSBAKUM) ‘Aisyiyah Kalimantan Tengah, --- Sampit,

domisili  elektronik ---@gmail.com &  XXX/  XXX,

berdasarkan  surat  kuasa  khusus  tanggal  20  Februari

2024,  yang  terdaftar  di  Buku  Register  Surat  Kuasa

Khusus  Pengadilan  Agama  Sampit  Nomor  18/SK-

KH/2024/PA.Spt  tanggal  20  Februari 2024, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK  XXX, tempat dan tanggal lahir P. Harapan, 15 Maret

1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh

Harian  Lepas,  bertempat  tinggal  di  --- Kabupaten

Kotawaringin Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
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Bahwa,  Penggugat  dalam surat  gugatannya tanggal  19  Februari  2024

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sampit,  Nomor

116/Pdt.G/2024/PA.Spt,  pada  hari  itu  juga,  yang  kemudian  diperbaiki

sebagiamana surat  gugatan tanggal  14 Maret  2024,  dengan dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,  pada  hari  Minggu,  pada  tanggal 24  November  1996,

Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  ---,

Kabupaten Kotawaringin  Timur,  sebagaimana  Buku  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor: XXX, yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 1996;  

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat

berstatus jejaka;  

3. Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  dengan  berpindah-pindah,  kemudian  Penggugat  dan  Tergugat

menetap di  --- Kabupaten Kotawaringin Timur,  sebagai  tempat kediaman

bersama terakhir;  

4. Bahwa,  setelah  dilangsungkan  pernikahan  Penggugat  dan

Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

1) ANAK1,  lahir  di  Pundu,  pada  tanggal  15  November  1997,

Pendidikan  Terakhir:  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas;   Saat  ini,  anak

tersebut telah berkeluarga;

2) ANAK2, NIK: XXX, lahir di Pundu, pada tanggal 11 Oktober

1998, Pendidikan Terakhir: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

3) ANAK3, NIK:  XXX, lahir di Kotawaringin Timur, pada tanggal 19

Juni 2003, Pendidikan Terakhir: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; Saat ini,

anak  kedua  dan  anak  ketiga  tersebut  berada  di  bawah  pengasuhan

Penggugat;  

5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi

karena  adanya  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  kepada

Penggugat dengan memukul Penggugat hingga menyebabkan luka lebam

pada muka Tergugat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022

pada  pukul  18.30  WIB  di  rumah pribadi  di  ---  Kabupaten  Kotawaringin

Timur Kalimantan Tengah;
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6. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat sering merasakan sakit pada

bagian kepala, ketika dicek ada darah yang membeku akibat pukulan yang

dilakukan oleh Tergugat;

7. Bahwa  tidak  hanya  itu  saja  sejak  tanggal  28  September  2022,

ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak bisa untuk

dirukunkan  lagi  yang  disebabkan:  Tergugat  kurang  layak  dalam

memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;    

8. Bahwa, puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  tersebut  terjadi  pada  bulan  Oktober  tahun

2023, akibatnya  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah pisah rumah,

adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Tergugat;  

9. Bahwa pihak keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah ada

usaha untuk mendamaikan Penggugat  dan Tergugat,  namun Penggugat

tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;  

10. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara

Penggugat  dengan Tergugat  sudah tidak  lagi  dapat  dibina  dengan baik

sehingga  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang

sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya

agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

norma  agama  maka  perceraian  merupakan  alternatif terakhir  bagi

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;  

11. Penggugat  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai

dengan ketentuan yang berlaku; 

Berdasarkan  alasan/  dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar Ketua

Pengadilan  Agama  Sampit  cq.  Majelis  Hakim yang  menangani  perkara  ini

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in  sughra Tergugat  (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku; 
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Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap didampingi dan/atau diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan

Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

untuk  menghadap  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  telah

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai

dan tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum

kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat

didengarkan;

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 02 Desember

1996,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  ---,

Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat

tersebut telah diberi  meterai  cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim

diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi  Surat  Pernyataan  Kesepakatan  Damai  antara

PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 13 September 2022. Bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen)

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  lalu oleh

Hakim diberi tanda P.2;
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B. Bukti Saksi

1. SAKSIP1,  umur  20  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,

pekerjaan  Pustakawan,  bertempat  tinggal  di  --- Kabupaten

Kotawaringin Timur,  di  bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

− Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah keponakan Penggugat; 

− Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah

suami istri; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang

anak; 

− Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

di  --- Kabupaten  Kotawaringin  Timur,  sebagai  tempat  kediaman

bersama terakhir; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih sejak

1  (satu)  bulan  yang  lalu,  yang  pergi  meninggalkan  kediaman

bersama adalah Tergugat; 

− Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat

secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya

mendengar cerita dari Penggugat; 

− Bahwa saksi tidak tahu penyebab pasti Penggugat dan Tergugat

bertengkar,  yang  saksi  tahu  dari  cerita  Penggugat  bahwasanya

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran; 

− Bahwa  saksi  tahu  kejadian  Penggugat  pernah  melaporkan

tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat

ke Kantor Polisi. Kejadian tersebut terjadi pada pertengahan tahun

2022,  saat  itu  beberapa  minggu  setelah  kejadian  tersebut,

Penggugat datang ke rumah saksi dan menceritakan kejadian yang

dialaminya yaitu pernah ditampar oleh Tergugat, saksi juga melihat

bekas luka lebam di atas mata kanan Penggugat; 

− Bahwa yang saksi tahu kasus tersebut berujung damai dimana

Penggugat  dan  Tergugat  bersepakat  untuk  membuat  surat

kesepakatan damai antar kedua belah pihak; 
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− Bahwa yang saksi tahu setelah kejadian tersebut, Tergugat sudah

tidak  perrnah  lagi  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga

kepada Pengugat; 

− Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

komunikasi dan tidak ada nafkah lagi; 

− Bahwa  pihak  keluarga  dari  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil; 

2. SAKSIP2,  umur  33  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan  Petani,  bertempat  tinggal  di  --- Kabupaten  Kotawaringin

Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

− Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah adik kandung Penggugat; 

− Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah

suami istri; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang

anak; 

− Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

di  --- Kabupaten  Kotawaringin  Timur,  sebagai  tempat  kediaman

bersama terakhir; 

− Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah selama kurang

lebih 1 (satu) bulan, yang pergi meninggalkan kediaman bersama

adalah Tergugat; 

− Bahwa saksi  tidak  pernah  mengetahui  dan tidak  pernah

melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi

hanya mendengar cerita dari Penggugat; 

− Bahwa  saksi  tidak  tahu  penyebab  pasti  Penggugat  dan

Tergugat  bertengkar,  yang  saksi  tahu  dari  cerita  Penggugat

bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran; 

− Bahwa  saksi  tahu  kejadian  Penggugat  pernah  melaporkan

tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat

ke  Kantor  Polisi.  Saat  setelah  kejadian  kekerasaan  tersebut,

Penggugat  datang  langsung  dan  cerita  ke  keluarga  tentang  apa
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yang dialami. Kemudian Penggugat dan keluarga besar Penggugat

bersepakat  untuk  melaporkan  Tergugat  ke  kantor  Polisi,  saksi

melihat sendiri luka luka lebam pada wajah Penggugat saat itu; 

− Bahwa kasus tersebut  berujung damai  dimana Penggugat  dan

Tergugat  bersepakat  untuk  membuat  surat  kesepakatan  damai

antar kedua belah pihak, saksi menjadi salah satu saksi dalam surat

kesepakatan perdamaian tersebut; 

− Bahwa yang saksi tahu setelah kejadian tersebut, Tergugat sudah

tidak  perrnah  lagi  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga

kepada Pengugat; 

− Bahwa selama berpisah Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi; 

− Bahwa  pihak  keluarga  dari  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa,  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa,  untuk mempersingkat  uraian putusan ini,  segala sesuatu yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang,  bahwa perkara  ini  merupakan  sengketa  perkawinan yang

diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi

absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  gugatan,  Penggugat  bertempat

tinggal  di  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Sampit,  maka  berdasarkan

Pasal  73 Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 yang telah diubah dengan
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Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  yang  kedua  dengan  Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama  jo. Pasal  132

Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi

Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  masih  terikat  perkawinan

dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya

dengan Tergugat diputus  dengan  talak satu ba'in sughra, maka berdasarkan

Pasal  73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  yang  kedua  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat

memiliki  legal  standing untuk  mengajukan  perkara  ini  melawan  Tergugat,

karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara

ini (persona standi in judicio);

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang,  bahwa  Surat  Kuasa  Khusus  yang  diberikan  Penggugat

sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 20 Februari 2024

yang  terdaftar  di  Buku  Register  Surat  Kuasa  Khusus  Pengadilan  Agama

Sampit Nomor 18/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 20 Februari 2024 yang diberikan

Penggugat  kepada  HARTONO,  S.H.,  M.H.,  dan  kawan,  serta  kelengkapan

sebagai  Advokat  berdasarkan  SEMA Nomor  6  Tahun  1994  Tentang  Surat

Kuasa  Khusus,  maka  Hakim berpendapat  surat  kuasa  Penggugat  telah

memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan

mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Kehadiran

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi

dan patut,  tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa

secara  verstek,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg  dan  dalil

dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih

menjadi pertimbangan oleh Hakim, yakni:
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Artinya  :  “Barangsiapa  yang  dipanggil  oleh  Hakim  (Pengadilan)  tidak

datang,  ia  dipandang  sebagai  orang  yang  mangkir/abai  dan

gugurlah haknya“;

Upaya Damai

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  sebagaimana  ketentuan

Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  1

Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Meskipun  demikian

Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  sehingga  telah

terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  yang diubah dengan  Undang-Undang Nomor  16  Tahun 2019 tentang

Perkawinan  jo. Pasal  65  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam  gugatan

Penggugat karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada

Penggugat  dengan  memukul  Penggugat  hingga  menyebabkan  luka  lebam

pada muka Tergugat yang terjadi  pada hari  Rabu tanggal  31 Agustus 2022

pada pukul 18.30 WIB di rumah pribadi di Jalan Tjilik Riwut KM. 88 RT. 022

RW. 001 Desa Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur

Kalimantan  Tengah.  Akibat  kejadian  tersebut  Penggugat  sering  merasakan

sakit  pada  bagian  kepala,  ketika  dicek  ada  darah  yang  membeku  akibat

pukulan yang dilakukan oleh Tergugat. Tidak hanya itu saja sejak tanggal 28

September  2022,  ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak

bisa  untuk  dirukunkan  lagi  yang  disebabkan:  Tergugat  kurang  layak  dalam

memberikan  nafkah  lahir  kepada  Penggugat.  Puncak  keretakan  hubungan

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober

tahun 2023, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah,

adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Tergugat;
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Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 283

R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C

angka  3  yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat

dikabulkan  sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu

Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

merupakan  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang,  telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan

Pasal 1888 KUHPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil,  serta  mempunyai

kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870

KUHPerdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

adalah  pasangan  suami  istri  yang  sah  yang  menikah  pada  tanggal  24

November 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten

Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode  P.2 (Fotokopi Surat Pernyataan

Kesepakatan  Damai) adalah  pernyataan  belaka  dari  orang-orang  yang

memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, alat bukti tersebut tidak

mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, sebagaimana kaidah hukum dalam

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901/K/Pdt/1985

tanggal  29  November  1988,  namun  oleh  karena  salah  seorang  dari  yang

menandatangi surat pernyataan tersebut hadir di persidangan dan mengakui

atas surat pernyataan tersebut, maka Hakim menilai bukti surat tersebut dapat

menjadi bukti permulaan;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah

dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh

didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.

Selain itu 2 (dua) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan/atau

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi  Penggugat adalah

fakta  yang  dilihat  dan  didengar  sendiri  dan  keterangan  antara  saksi  satu

dengan  lainnya  saling  bersesuaian,  oleh  karenanya  keterangan  dua  orang

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal

307,  308  R.Bg,  sehingga  keterangan  dua  orang  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa berdasarkan  analisis  bukti-bukti  di  atas  ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri  yang  sah  dan

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2. Pada tanggal 31 Agustus 2022 Tergugat melakukan tindakan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;

3. Sejak  adanya  kesepakatan  perdamaian  pada  tanggal  13  September

2022,  Tergugat  tidak  pernah  lagi  melakukan  Kekerasan  Dalam  Rumah

Tangga  (KDRT)  kepada  Penggugat  dan  keduanya  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri;

4. Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal selama  1  (satu)

bulan;

5. Penggugat  dan Tergugat  sudah pernah dirukunkan,  akan tetapi  tidak

berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  terhadap  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  petitum  angka  1  merupakan  petitum  yang  akan

dijawab  setelah  mempertimbangkan  seluruh  petitum  Penggugat,  karenanya

jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon supaya

perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan talak satu ba'in sughra, maka

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  yang diubah dengan  Undang-Undang Nomor  16  Tahun 2019 tentang
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Perkawinan  menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir  batin antara

seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami-istri  dengan  tujuan

membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu

unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di

antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya

perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan

pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa

paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga

dengan  adanya  hal-hal  seperti  itu  akan  terwujud  tujuan  perkawinan  yang

sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah

dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974  yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  apabila  suatu  rumah  tangga  sudah  tidak  dapat

dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu

harus  berdasarkan  atas  alasan-alasan  sebagaimana  yang  telah  ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang,  bahwa  secara  yuridis  menurut  Pasal  39  Undang-Undang

Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun

2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

dimana suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri dan Pengadilan

telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak, sebagaimana alasan yang digunakan Penggugat dalam perkara a

quo yaitu adanya pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak

ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19

huruf (f)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975  jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang,  bahwa  terhadap  perkara  perceraian  dengan  alasan

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus,  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas

mempersulit  perceraian  melalui  SEMA  Nomor  1 Tahun  2022 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
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2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum

Kamar Agama  angka  1  huruf  b  yang  berbunyi:  “Dalam  rangka

mempertahankan  suatu  perkawinan  dan  memenuhi  prinsip  mempersukar

perceraian  maka:  …  perkara  perceraian  dengan  alasan  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti  suami/  istri

berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal

selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa  SEMA Nomor  1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai

Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan  Rumusan  Hukum  Kamar

Agama  angka  1  huruf  b  tersebut  di  atas  telah  disempurnakan  normanya

dengan  SEMA Nomor  3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2023 sebagai  Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1

yang  berbunyi:  “Perkara  perceraian  dengan  alasan  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti  suami istri  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dan  tidak  ada  harapan  akan

hidup rukun lagi  dalam rumah tangga diikuti  dengan telah berpisah tempat

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya

Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  persidangan  telah  terbukti

bahwa sejak tanggal 13 September 2022 Tergugat tidak pernah lagi melakukan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan keduanya

hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri,  dan  telah  nyata  di  dalam

persidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti terjadi perselisihan

dan pertengkaran secara terus-menerus, serta antara Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal baru terjadi selama 1 (satu) bulan, maka kondisi

tersebut belum dapat dikategorikan sebagai alasan perceraian  sebagaimana

yang  dimaksud dalam Pasal  39  ayat  (1)  dan (2)  Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jis.  Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jis.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
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Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan

Hukum Kamar Agama angka  1 huruf b  yang  kemudian  telah disempurnakan

dengan  SEMA Nomor  3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2023 sebagai  Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.

Sehingga Hakim menilai  gugatan Penggugat  tidak terbukti,  dan patut  untuk

ditolak;        

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  petitum angka  3  mengenai  biaya  perkara,  karena

perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal

89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  08  Ramadhan 1445  Hijriah  oleh  Santi,

S.Sy yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit

Nomor  116/Pdt.G/2024/PA.Spt  tanggal 19  Februari  2024 Masehi  ditetapkan

sebagai  Hakim  Tunggal,  didasari  adanya  Surat  Izin  Persidangan  Hakim

Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal

16  November  2018,  putusan  tersebut  pada  hari  itu  juga  diucapkan  dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  tersebut  dan Ulinnunha,  S.Sy.
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sebagai Panitera Pengganti, serta  diluar hadirnya Penggugat  tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim,

Santi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ulinnuha, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 1.500.000,00

4. PNBP : Rp 40.000,00

5. PBT : Rp   625.000,00

6. Redaksi : Rp 10.000,00

7. Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 2.290.000,00

(dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
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